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23 October 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD )

KODE

REKENING
URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN  2.281.933.880.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH  38.740.269.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  14.272.519.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  24.467.750.000,00 

DANA PERIMBANGAN  1.675.938.518.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  48.602.572.000,00 Website DJPK Depkeu

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum  1.208.602.111.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus  418.733.835.000,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  567.255.093.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah  144.846.800.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  158.381.994.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  25.000.000.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Dana Insentif Daerah (DID)  5.000.000.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Dana Desa  234.026.299.000,00 Website DJPK Depkeu

BELANJA  495.245.059.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG  495.245.059.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah  65.928.818.000,00 Permendagri 14 Tahun 2016

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial  20.632.000.000,00 Permendagri 32 Tahun 2011

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  10.029.933.000,00 UU 23 Tahun 2014

UU 23 Tahu 2014

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  390.654.308.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga  8.000.000.000,00 Permendagri 13 Tahun 2006

SURPLUS / (DEFISIT)  1.786.688.821.000,00 

PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  135.236.703.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1
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4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)  122.396.161.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan  12.840.542.000,00 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  7.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  7.000.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO  128.236.703.000,00 

Slawi, 23 October 2017

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO
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